KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

a.

bahwa untuk menjamin kepastian hukum,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan
autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan
Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung,
perlu disusun standar pelayanan yang dapat
dijadikan pedoman;

bahwa penyusunan standar pelayanan autentifikasi
dimaksud merupakan bagian dari upaya
peningkatan  kualitas pelayanan  publik  di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung tentang Standar Pelayanan
Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan

Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung;
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Mengingat

-0

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor (99);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826};

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor
29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Autentifikasi Salinan
Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah
Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat
Kabupaten Temanggung sebagaimana terdapat dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ¢ Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya HENRY SOFYAN ROIS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
W kpgipasi dan Hubungan Masyarakat,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI
SALINAN KEPUTUSAN TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

1

Surat Ketua KPU Kabupaten Temanggung
kepada Partai Politik yang memperoleh
kursi di Kabupaten Temanggung;

Salinan  Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD Kabupaten (Model D-Hasil
Kabupaten) dan salinan Keputusan KPU
Kabupaten Temanggung Tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten
Temanggung Tahun 2024 beserta surat

pengantar;

Salinan terautentifikasi Keputusan KPU
Kabupaten Temanggung Nomor: 1025
Tahun 2024 tentang Penghitungan dan
Penetapam Perolehan Jumlah Kursi Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024.

Sistem, mekanisme, dan

prosedur

Partai Politik mengajukan surat
permohonan autentifikasi salinan
Keputusan tentang Penetapan Perolehan
Suara Sah Partai Politik dan Perolehan
Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari
Partai Politik yang ditujukan ke alamat
kantor KPU Kabupaten Temanggung -
Jalan Kartini Nomor 60 Temanggung
dan/atau alamat email

kab_temanggung@kpu.go.id dengan

mencantumkan contact person yang dapat

dihubungi;

Ketua KPU Kabupaten Temanggung
menyampaikan jawaban atas permohonan
penetapan suara sah dan Penetapan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat
Kabupaten dari Partai Politik paling lambat
1 (satu) hari kerja setelah diterimanya

surat permohonan;

Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan
Penetapan Perolehan Suara Sah Partai
Politik dan Perolehan Suara Sah Partai
Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik
Tingkat Kabupaten dari Partai Politik ini
dilaksanakan sesuai Standar Operasional
Prosedur yang telah ditetapkan

sebagaimana terlampir.

Jangka waktu pelayanan

3 (tiga) hari kerja

Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
permohonan autentifikasi penetapan suara sah
dan perolehan kursi partai politik Tingkat
Kabupaten.
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NO KOMPONEN URAIAN

5. | Produk pelayanan Autentifikasi perolehan suara sah partai politik
dalam bentuk hardcopy.

6. | Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

saran, dan

masukan/apresiasi

terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat

disampaikan melalui:

1.

No u A

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke
dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di
Meja PPID, Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Temanggung, Jl. Kartini
Nomor 60, Temanggung.

Pengaduan Masyarakat melalui PPID KPU
Temanggung di alamat
https://temanggungkabppid.kpu.go.id
Telepon : (0293) 491999

Petugas:

e Helmy, S.H.

e Mahmudin Ashar

Whatsapp : 085727292672

Instagram : @kpukabtemanggung
Twitter : @kputmg

Facebook : kpukabtemanggung
Email : kab temanggung@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar hukum

1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
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NO

KOMPONEN
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Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6177);
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KOMPONEN

URAIAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);
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NO KOMPONEN URAIAN
7 |Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat
Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2. | Sarana dan prasarana, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer,
dan/atau fasilitas Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.

3. | Kompetensi pelaksana Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat
Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.

4. | Pengawasan internal Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung
memeriksa dan memastikan permintaan dari
pemochon terpenuhi

5. | Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. | Jaminan pelayanan SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan
Suara dan Kursi Partai Politik.

7. | Jaminan keamanan dan 1 | Jaminan terhadap perlindungan informasi

keselamatan pelayanan yang termasuk kategori dikecualikan;
2 | SOP Autentifikasi Salinan Keputusan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi

8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi

Partai Politik apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepa.la Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS
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